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A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan YangMsh, yang senantiasa harus
kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, ateat, dan hak-hak sebagai manusia yang
harus dijunjung tinggt. Seorang anak memiliki peranan yang sangat peutitem sebuah
kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungbarkawinan selain untuk
membangun rumah tangga yang bahagia, juga untulemmg@n keturunan. Anak dalam
pengertian Islam disosialisasikan sebagai makhliytaan Allah SWT yang arif dan
berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui prpsaciptaan yang berdimensi pada
kewenangan kehendak Allah SWWBetiap anak yang dilahirkan adalah fitrah, baikatar
dalam perkawinan yang sah, batal, tidak tercatatpona yang lahir di luar nikah. Fitrah anak
bukan hanya berarti bebas dari segala dosa dam kbebapi juga berarti mempunyai hak-hak
dasar sebagai anak yang harus dilindungi. Seoraay wang dilahirkan dari kandungan
seorang perempuan tidak dapat memilih untuk dikahirppada sebuah keluarga yang utuh,
harmonis, bahagia ataupun diakui secara hukumkaléha orang tuanya. Beruntunglah anak
yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang satkuilidan dibuatkan akta kelahiran oleh
kedua orang tuanya, tetapi tidak jarang ada anal glahirkan oleh seorang perempuan
yang tidak diakui oleh ayah biologisnya baik karéeberapa faktor misalnya karena anak
tersebut dilahirkan dari sebuah perkawinan yangkdkan dengan siri, zina, atau bahkan

anak korban pemerkosaan. Tidak semua anak laliukia bernasib baik. Suatu perkawinan

! Alinea Pertama, Bagian Umum Penjelasan atas Undadgng Rl Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.

2 Iman JauhariAdvokasi Hak-hak Anak ditinjau dari Hukum Islam deraturan

Perundang-UndangarRustaka Bangsa, Medan, 2008, him. 35.



yang sah akan melahirkan seorang anak yang mersthkiis dan kedudukan yang sah di
mata hukum, sedangkan seorang anak yang lahisdaii perkawinan yang tidak sah tanpa
adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebutnad@ayandang status sebagai anak luar
kawin ketika ia terlahir di dunia. Anak luar kawmemiliki beban ganda, ia menempati
tingkat terendah, kerap mendapatkan predikat sebagit haram, bahkan bersama si ibu, ia
diusir untuk menghindari malapetaka dan kutukarakAmembutuhkan perlindungan karena
anak adalah titipan dan anugerah Tuhan yang meimkanukasih sayang dan bimbingan
dari orang dewasa, tidak ada seorang anakpun dtér kehendaknya sendiri. Pengaturan
mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undangfgndomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, antara lain adafah:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, danadoesgpasi secara wajar sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta pangerlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi,

2. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikireksgresi sesuai dengan tingkat
kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;

3. Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, diasuthasengtuanya sendiri;

4. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. Diskriminasi;

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
c. Penelantaran;

d. Kekejaman kekerasan dan penganiayaan;
e. Ketidakadilan;

f. Perlakuan salah lainnya;

% Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemiga Anak.



5. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentarkg@®man menyatakan:
(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menuruirhukasing-masing agama dan
kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan pgang-undangan yang berlaku.
Masalah lain yang kerap kali muncul dari suatu getkan ialah tentang status anak.
Status sebagai anak yang dilahirkan di luar pemkamwimerupakan suatu masalah bagi anak
luar kawin tersebut karena mereka tidak bisa meatlap hak-hak dan kedudukan sebagai
anak pada umumnya seperti anak yang sah karena sedaimnya mereka hanya memiliki
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibselyagaimana diatur dalam Undang-
Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak laavik tidak akan memperoleh
hak yang menjadi kewajiban ayahnya karena ketitbskiaan anak luar kawin tersebut, dan
laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak mémkewajiban memberikan hak kepada
anak tersebut, anak tersebut tidak dapat menuyahinga untuk memenuhi kewajiban yang
dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagéi laar kawin. Menjaga hak-hak atas
anak yang tidak berdosa, harus diperhatikan olehgotua tanpa membedakan apakah anak
tersebut sah atau tidak sah.
Status anak luar kawin menurut hukum akan kehilandgpgberapa hak-hak
keperdataan, antara lain:
1. Alimentasi atau tunjangan nafkah yang ditujukagi keluarga sedarah di dalam garis
lurus ke bawah atau ke atas. Undang-Undang Perkawiengatur hal ini didalam pasal

45 dan pasal 46.

4 Abdul Rozak HuseinHak Anak dalam IslanFikahati Aneksa, Jakarta, 1992, him.13.



2. Hak untuk mendapatkan warisan.
Seandainya si ayah biologis meninggal dunia, anak kawin tidak akan mendapatkan
warisan, sebab dia tidaklah menjadi ahli waris.
Aturan ini dirasa tidak adil bagi kepentingan anakpab dengan pertimbangan
bahwa:

“Secara alamiah tidaklah mungkin seorang peremploiamil tanpa terjadinya
pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik méialuingan seksual (coitus) maupun
melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknofagg menyebabkan terjadinya
pembuahan. Oleh karena itu dirasa tidak tepat idak &dil manakala hukum menetapkan
bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karermumgan seksual di luar perkawinan
hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebaipsi ibunya. Adalah tidak tepat dan
tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-lakhngamelakukan hubungan seksual dan
menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran aeedebut dari tanggung jawabnya
sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan iton &niadakan hak-hak anak terhadap
lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih malaalierdasarkan perkembangan teknologi
yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa sgamaak itu merupakan anak dari laki-
laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwva hukum lddg@ran karena kehamilan, yang
didahului dengan hubungan seksual antara seoramgnpgan dengan seorang laki-laki,
adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapatdhakkewajiban secara bertimbal-
balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dapBerdasarkan uraian di atas,
hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagaikbégak semata-mata karena adanya
ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasapgada pembuktian adanya hubungan
darah antara anak dengan laki-laki tersebut seblagaak. Terlepas dari soal prosedur/
administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkarus©anendapatkan perlindungan hukum.
Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalahkayeng dilahirkan di luar perkawinan,
padahal anak tersebut tidak berdosa karena ketalymadi luar kehendaknya. Anak yang
dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayalmg&ali mendapatkan perlakuan yang tidak
adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukams memberi perlindungan dan
kepastian hukum yang adil terhadap status seonaalgy yang dilahirkan dan hak-hak yang
ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirieskipun keabsahan perkawinannya
masih dipersengketakan.”

Seorang anak yang tidak berbuat dosa harus menagd@salahan yang diperbuat
oleh orang tuanya, padahal laki-laki yang turutilad@lam kelahiran anak tersebut terbebas
dari kewajiban hukum untuk memelihara, mendidik adaemberikan perlindungan yang

seharusnya diberikan orang tua kepada anak. Aasiksduar kawin juga sulit mendapatkan

® Putusan Mahkamah Konstitusi Rl Nomor: 46/PUUKZD10, tanggal 17 Februari 2012.



akta kelahiran karena dalam akta kelahiran seringkeantumkan status anak luar kawin
(tidak dicantumkan nama ayah biologisnya).

Tertanggal 17 Februari 2012 Mahkamah KonstitusiamalPutusannya Nomor
46/PUU-VII1/2010 menyatakan bahwa:
“Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 18ftang Perkawinan yang
menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawirreanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangagatetyndang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghitandfkibungan perdata dengan laki-
laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu perfgeda dan teknologi dan/atau alat bukti
lain menurut hukum ternyata mempunyai hubunganhdsebagai ayahnya.”

Adapun Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (Mlg€)Jam putusannya

Nomor 46/PUU-VIII//2010 adalah sebagai berikut:

o

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tamigkertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-ungdaerhadap Undang-Undang
Dasar.”
b. Pasal 45 ayat (1) UU No0.24/2003 jo UU 8/2001.:
“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkardahg-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan aldi dan keyakinan hakim.”
c. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945:
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumtbah berkembang serta berhak
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
d. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pedingan dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”



e. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945:
“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhak &sasi manusia adalah
tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.”

f. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945:
“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manassuai dengan prinsip Negara
hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasusia dijamin, diatur dan

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

g. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945:
“‘Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiapng@ravajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undangademaksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hakkdbabasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adalah sesuai dengan peatigan moral, nilai-nilai agama,
keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyadskaokratis.”

Perspektif perlindungan anak dan hak konstitusiamalk atas identitas, nama dan
kewarganegaraan, menilai bahwa Putusan MahkamaktiKmi Nomor: 46/PUU-VI11/2010
merupakan putusan yang memastikan bahwa anak mgaighak keperdataan dengan ayah
biologisnya sebagai wujud keadilan dan hak asasusia untuk anak tersebut mendapatkan
hak-haknya.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telamipuka peluang bagi seorang
anak untuk mendapatkan hubungan keperdataan derygéinbiologisnya yang selama ini
telah tertutup rapat oleh Undang-Undang Perkawittrbungan keperdataan tersebut di

antaranya hak waris dan alimentasi seperti yaadp djabarkan di atas.



Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan berb@ga dan kontra. Ada sisi
positif dan negatif yang bisa diambil, antara ldami sisi positifnya memberi perlakuan yang
adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskiperkawinan orang tuanya tidak atau/
belum ada kepastian agar terlindungi pemenuhan dckg@n dan hak-haknya untuk
mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologigaya keluarga ayahnya menurut
hukum, memungkinkan bagi ditemukannya subjek huk@ng harus bertanggungjawab
terhadap kelahiran sang anak sebagai bapaknyaumeiakanisme hukum, dan memberi
ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bggiamgjawab atas tindakannya dan akibat
yang timbul karena perbuatannya itu, dan laki-tedak dapat melepaskan diri dari tanggung
jawab tersebut apabila diketahui kebenarannya,ngda dari sisi negatifnya menyangkut
apek sosial, moral, dan hukum dimana lembaga pénkawdapat dipandang semakin
penting atau justru sebaliknya dipandang tidakipgriagi karena anak di luar kawin dapat
memperoleh hak-hak dari ayah biologisnya seperturanya anak-anak yang lahir dari
perkawinan yang sah. Majelis Ulama Indonesia (MUhignilai putusan Mahkamah
Konstitusi dapat merusak tatanan hukum Islam m@agiperbuatan zina merupakan jarimah
(tindak pidana kejahatah)Selain itu akan banyak menimbulkan polemik di rasakat
karena memberi peluang kepada wanita yang beritida#t baik untuk menjerat kaum laki-
laki dan merugikan hak ahli waris sah yang tidakhgeeti bagaimana perlakuan ayahnya.
Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 menyatak&etiap orang berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang’sablanjutnya dikuatkan Pasal 28 B ayat
(2) yang menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumlzdn

berkembang serta berhak atas perlindungan dan miskasi” juga Pasal 28 D ayat (2)

® Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2@hggal 10 Maret 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil
Zina dan Perlakuan terhadapnya.



yang isinya Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pguwingan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di haddp&unt.

Idealitanya, hak konstitusional dalam ketiga pasalg tercantum di UUD 1945 tidak
bisa didapatkan oleh anak yang lahir di luar perkaw yang sah karena benturan dengan
kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 tah®m4 tentang Perkawinan
(selanjutnya disebut UU Perkawinan) diatur dalansaPal2 dan Pasal 43, yang pada
pokoknya menyatakan:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalarauasebagai akibat perkawinan

yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinaanyia mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
Kompilasi Hukum Islam pasal 100, menyatakan:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyaibungan nasab dengan

ibunya dan keluarga ibunya.”

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, mekgmud mereka seolah-olah
didiskriminasikan secara hukum dan kemanusiaan atletan Undang-Undang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam, karena anak yang lahiuar perkawinan yang sah tidak dapat
memperoleh hak-hak keperdataan dasar dari ayabgisalya seperti anak yang lahir secara
sah dalam perkawinan. Implikasi hukum yang lainkayeng lahir di luar perkawinan tidak
mendapatkan hak perwalian dari ayahnya, didasgpkala ketentuan pada hukum Negara
dan hukum agama, apabila terdapat seorang anakpeae yang lahir di luar perkawinan
yang sah menurut agama lalu setelah dewasa ia megiangsungkan perkawinan, ia tidak
berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya. Terkamghn hak mewarisi, Undang-Undang

Perkawinan telah secara jelas menyatakan bahwayamaklahir di luar perkawinan hanya



memiliki hubungan perdata dengan ibunya, hal imatieanak di luar kawin sama sekali
tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologisnR&alitanya, anak di luar kawin menjadi
terdiskriminasi secara hukum atas perbuatan yadag ta kehendaki. Tindakan anak yang
bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutgratddikategorikan sebagai tindakan
diskriminatif. Guna pemenuhan hak status anak kaavin, di Pengadilan Agama Sleman
beberapa orang mengajukan permohonan pengakuan deredan tujuan memperoleh
pengakuan, pemenuhan hak, perlindungan dan kepdstieum oleh ayah biologisnya.
Padahal pengakuan anak luar kawin bisa dilakukambina anak luar kawin yang dimaksud
adalah akibat adanya hubungan seorang laki-lakpdeampuan yang statusnya kedua pihak
masih lajang (tidak dalam ikatan perkawinan yarny,sakibat adanya perkosaan. Hubungan
hukum antara anak luar kawin dengan ayah yang rkemgea, artinya didasarkan atas
hubungan darah melalui suatu pengakuan, yang artialam arti yuridis bukan arti biologis
yang keabsahan hukumnya dan kebenarannya masih gipdrtanyakan. Pengakuan anak
merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapakaatas yang lahir di luar perkawinan
yang sah menurut hukum. Akibat pengakuan anak Kaewain, yaitu timbulnya hubungan
perdata antara anak dengan bapak atau ibu yangakgnga. Timbulnya hubungan perdata
tersebut membuat status anak luar kawin berubaljadieanak luar kawin yang telah diakui
dan kedudukannya jauh lebih baik. Pengesahan gpa@maak luar kawin yang dilakukan
dengan pengakuan anak, dimaksudkan untuk membpeadkeanak tersebut kedudukan
(status) sebagai anak sah. Pengesahan itu tegadad dilangsungkannya perkawinan orang
tua si anak atau dengan “surat pengesahan”, sefiedatak diakui terlebih dahulu oleh kedua

orang tuanya.



Idealitanya, dasar Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/Q0jang menetapkan adanya
hubungan perdata seorang anak yang lahir di lukapgnan dengan ayah dan keluarga ayah
biologisnya, dapat diajukan dengan tuntutan ke adéifgn untuk memperoleh pengakuan
dari ayah biologisnya melalui ibunya memiliki alasgang logis, di mana didasarkan atas
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 B ayat (2) UBb lyang menyatakarSetiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan ber&egBerta berhak atas perlindungan
dan diskriminasi.”juga dikuatkan dengan Pasal 28 D ayat (2) yanguogrlySetiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dapaktian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sesungguhreqaberi solusi dari banyak
ketentuan akibat kebuntuan hukum terkait anak yahg di luar kawin di mana dengan
aturan tersebut kedua orang tua biologis secarak titlhngsung dituntut untuk
mempertanggung-jawabkan perbuatannya, selain unémngembalikan hak anak secara adil,
juga wujud dari penegakan konstitusi dimana sediagk manusia memiliki martabat dan
harus dilindungi, serta diharapkan dapat menghkattauntuk melakukan perzinahan, karena
melalui putusan ini setiap anak berhak untuk marurtanggungjawab atau hak
keperdataannya kepada kedua orang tua biologisngilun pengadilan, dan hal ini
dipandang memiliki efek jera bagi pelaku perzinalmasyarakat juga akan lebih takut untuk
melakukan perzinahan, sebab selain harus bertaggguetb terhadap anak hasil perzinahan,
perbuatannya akan terpublikasi secara umum.

Persoalan yang menyangkut kerugian konstitusiomal seorang warga Negara

terhadap kepentingan hajat hidup orang banyak,lmné&atusan Mahkamah Konstitusi akan



memberikan ruang bagi warga Negara untuk mendapdtiknya di hadapan hukum dan
konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tertinggi ddgg/ang dibentuk sebagai
pengawal dan penafsir Undang-Undang Dasar. PutiMsdnikamah Konstitusi merupakan
sebuah gagasan sosial yang mampu mengubah paradeinperilaku masyarakat pada
umumnya melalui sistem kenegaraan yang berlaku. kkfabh konstitusi memiliki
kewenangan untuk mengadili suatu perkara pada dinglertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final dalam hal menguji Undbimglang terhadap Undang-Undang
Dasar, sehingga apapun konsekuensi hukumnya, neskbaba-lembaga yang berada di
bawahnya harus menegakkan putusan tersebut.

Realitanya, sebagian besar ahli agama memandamgab&utusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang anaktata luar kawin yang berhubungan
keperdataan dengan ayah biologisnya telah salatatkajan terlampau jauh, karena secara
tidak langsung melegalkan budaya perzinahan atesilsshas dengan memberikan jaminan
hukum terhadap anak hasil perzinahan, dengan &ataihilai menimbulkan dua pengertian
anak yang lahir di luar perkawinan, yakni:

a. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakeigara namun mendapat legalitas
agama seperti nikah siri atau nikah di bawah tangan

b. Anak yang lahir dari hubungan di luar hubungan gerkan, atau dapat disebut anak
hasil perzinahan.

Penegakan hukum atas Putusan Mahkamah KonstittPerdjadilan Agama Sleman
dari hasil penelitian awal, belum bisa bersikapaseterhadap putusan tersebut, dan masih

menegakkan aturan hukum di mana status anak luwsin Kaanya mempunyai hubungan



keperdataan dengan ibunya. Pengadilan Agama SldoeArmm mampu memenuhi dan
menegakkan Putusan Mahkamah Konstitusi terseba@n&amasih dinilai terlampau baru,
dan kontroversial di kalangan masyarakat. LegalRatusan Mahkamah Konstitusi pun

menjadi diabaikan oleh Pengadilan Agama Slemédmngga terdapat ketidakpastian hukum.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, makdipenerumuskan permasalahan,
yaitu:
1. Bagaimana pemenuhan hak status anak luar kawinassrdputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilam@&ma Sleman ?
2. Bagaimana penegakan hukum atas putusan Mahkdtoaktitusi Nomor: 46/PUU-

VIII/2010 di Pengadilan Agama Sleman?

. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah telah terpenuhinya halusstahak luar kawin berdasar
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2Gi(Pengadilan Agama Sleman.

2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum atasgmutMahkamah Konstitusi

Nomor: 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Sleman.

. Tinjauan Pustaka
Definisi hukum secara umum adalah himpunan penatyeng dibuat oleh yang
berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata keardiy@rmasyarakat yang mempunyai

ciri memerintah dan melarang serta mempunyai siiataksa dengan menjatuhkan sanksi



hukuman bagi yang melanggarnya. Tujuan hukum meédyeldoorn adalah mengatur tata-
tertib dalam masyarakat secara damai dar' adil.

Perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974l dasmenegaskan bahwa:
“Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorangia dengan seorang wanita sebagai
suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (hiamgga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Es®&ertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa
sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancisifgersama yaitu Ketuhanan Yang Maha
Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang ekatlisdengan agama, sehingga
perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasméetapi juga memiliki unsur
batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Peneawdengan kata lain ialah perjanjian
perikatan antara pihak seorang laki-laki denganalpihseorang perempuan untuk
melaksanakan kehidupan suami-isteri, hidup berutaafga, melanjutkan keturunan sesuai
dengan ketentuan agama. Tujuan perkawinan ialahbemiuk keluarga yang diliputi rasa
saling cinta-mencintai dan rasa kasih sayang ardaggota keluargh.Jika dilihat dari
pengertiannya maka setiap perkawinan yang dilakubarmasarkan agama adalah sah.
Namun jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan umumbentuk keluarga yang bahagia
dan sejahtera serta keturunan, maka akibat dd@péran memunculkan hak dan kewajiban
keperdataan.

Hubungan adalah pertalian, ada ikataruar adalah kedudukan atau tempat yang

bukan bagian dari sesuatu itu sendiri, bukan dagklngan keluarga, bukan dari lingkungan

" L. J. Van Apeldoorn alih bahasa oleh C. S.T.d{laRengantar IImu Hukum dan Tata Hukuimdonesia Balai
Pustaka, Jakarta, 1986, him. 41- 42.
8 Muhammad Amin Summajukum Keluarga Islam di Dunia Islar®T Raja Grafindo, Jakarta, 2004, him. 23.
g .
Ibid., him. 363.



negeri atau daerah, bagian yang tidak di ddfaNikah adalah perkawinan yang dilakukan
dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang @gengan seorang wanita untuk
menjalin hubungan rumah tangga, perjanjian antddadki dan perempuan untuk menjalin
hubungan suami-isteri secara sah yang disaksilan lméberapa orang dan dibimbing oleh
wali dari pihak perempuaht.Hubungan luar nikah adalah hubungan seksual yéaku#an

oleh pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkan yang sah.

Adapun peraturan-peraturan mengenai Anak Luar Nikaliputi:
1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K@HRta) pengertian anak luar
nikah dibagi menjadi dua macam yaitu:
a. Anak luar nikah dalam arti luas adalah anak jphgskawinan karena perzinahan dan
sumbang.
Anak Zina adalah anak-anak yang dilahirkan dariumg@an luar nikah, antara laki-
laki dan perempuan di mana salah satunya atau {dthuaya terikat perkawinan
dengan orang lain. Sementara Anak Sumbang adalak yeng dilahirkan dari
hubungan antara laki-laki dan seorang perempuag gatara keduanya berdasarkan
ketentuan Undang-Undang ada larangan untuk salemgkahi, sebagaimana diatur
di Pasal 8 UU No0.1/1974 tentang Perkawinan.
b. Anak luar nikah dalam arti sempit adalah anakgydilahirkan di luar perkawinan

yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dari hasilumgan antara seorang laki-laki dan

10 pid., him. 535.
1 1bid., him. 590.



seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak tgréekawinan dengan orang lain
dan tidak ada larangan untuk saling menikahi.
2. Menurut Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai anak yaagirl diluar perkawinan

meliputi:?

a. Anak yang dilahirkan sebagai akibeha muhsordanzina ghairu muhsomisebut
anak luar nikah. Zinanuhsonyaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telal ata
pernah menikah, sedangkan Zi@dnairu muhsonyaitu zina yang dilakukan oleh
orang yang belum pernah menikah, yakni berstatijak@eatau perawan.

b. Anak mula’nah yaitu anak yang dilahirkan dari segravanita yang dili'an
suaminya,

c. Anaksyubhatyaitu anak yang kedudukannya tidak ada hubungaabr@dsngan laki-

laki yang menggauli ibunya, kecuali apabila laktigu mengakuinya.

E. Metode Penelitian
1. Objek penelitian
Pemenuhan hak status anak luar kawin berdasargutdahkamah Konstitusi
Nomor: 46/PUU-VIII/2010, Penegakan hukum atas panudMahkamah Konstitusi
Nomor: 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Sleman.
2. Subjek penelitian

1. Hakim Pengadilan Agama Sleman.

12 Abd.Aziz DahlanEnsiklopedi Hukum IslanPT.Ichtiar Baru Van Hoeeve, Jakarta,1999,.86n



2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
3. Pihak yang mengajukan permohonan pengesahas atsak luar kawin.
3. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh darjedupenelitian tentang pemenuhan hak
anak yang didapat melalui pengakuan anak dengaodmetawancara atau tanya-
jawab kepada hakim Pengadilan Agama Sleman.Suméer yang didapat dari
Hakim Pengadilan Agama Sleman bahwa di Pengadittama Sleman terdapat
permohonan pengakuan anak guna anak tersebut natkalaphak-haknya yang
didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh demgaa mempelajari buku-buku atau
literatur, peraturan-peraturan serta tulisan-talisainnya yang berkaitan dengan
skripsi.
Literatur yang digunakan antara lain Bukukum Keluarga-Hak dan Kedudukan
Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan tentang Mteriil Undang-Undang
Perkawinan, Akibat Hukum terhadap Anak Luar Kawaséa Putusan Mahkamah
Konstitusi, Kajian Yuridis terhadap Putusan Mahkdntéonstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang digaraktara lain UU
No0.1/1074 tentang Perkawinan, UU No0.23/2002 tentd&weglindungan Anak,
Kompilasi Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data pada penulisan skripsidiu:
a. Data primer, dilakukan dengan cara:

Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan menggonakya jawab langsung



dengan subjek penelitian. Wawancara yang digunadalah dengan berstruktur
terbuka dan mendalam dengan menggunakan daftaangedan sebagai pedoman.
Metode ini, penulis gunakan untuk mendapatkan mési yang lebih dalam

mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan tetahpgainya kah pemenuhan hak-
hak anak luar kawin pasca dikeluarkannya putugsaelet.

b. Data sekunder, dilakukan dengan cara:

Studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji berbagaityan perundang-undangan
atau literatur, artikel, makalah, yang berhubundangan permasalahan penelitian
tentang pemenuhan hak anak luar kawin.

5. Metode Pendekatan

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yur@isiatif yaitu:

a. Pendekatan vyuridis, yaitu menganalisis permasalaifem sudut pandang atau
menurut ketentuan hukum atau perundang-undanganbgtaku dan dalam meneliti
objek penelitian menitikberatkan pada aspek yuridis

b. Pendekatan normatif, yaitu merupakan pendekatardi sdokumen, yakni
menggunakan sumber-sumber data sekunder saja gaagabperaturan perundang-
undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dadlgpat para sarjana tentang
pemenuhan hak anak status luar kawin berdasargruiMiahkamah Konstitusi.

6. Analisis Data
Metode analisis data yang dilakukan dengan desdkkipalitatif, yaitu data yang
diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalgbenelitian kemudian diuraikan

dengan cara menganalisa data yang diperoleh daii peanelitian yang kemudian



disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambang jelas dan lengkap dan

menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjaaabgsalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan
Berikut disajikan sistematika penulisan dari skripg yang terbagi ke dalam 4

(empat) bab dan masing-masing bab terbagi ke daérarapa sub bab, guna memudahkan

dalam memahami isi dari skripsi ini. Adapun masimgsing bab dan sub bab tersebut

adalah:

BAB [I: Bab ini diuraikan tentang latar belakang mdak, rumusan masalah, tujuan
penelitian, dan tinjauan pustaka yang merupakamlbakal bagi penulis dalam
melakukan penelitian. Selanjutnya pada bab ini jdgaaikan tentang metode
penelitian dalam melakukan penelitian guna penyaiswskripsi atau sistematika
pembahasan tentang pemenuhan hak status anakalwar kerdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

BAB II: Bab ini diuraikan beberapa hal yang ber&aidengan perkawinan, pemenuhan hak
status anak luar kawin, dan penegakan hukum atasguMahkamah Konstitusi.
Adapun uraian dalam bab ini meliputi tinjauan umuentang perkawinan,
pemenuhan hak status anak luar kawin pada umurdayapenegakan hukum atas
putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB lll: Bab ini disajikan dan dianalisis hasil pditian dan sekaligus dilakukan
pembahasan terhadap pemenuhan hak status anakalwar berdasar Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan pgakan hukum atas

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di Pengaditzgaama Sleman.



BAB IV:Berisi kesimpulan yang merupakan jawabanha&elap permasalahan dalam
penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yaegupakan rekomendasi dan
sumbangan pemikiran dari penulis untuk mengatasmasalahan mengenai
bagaimana pemenuhan hak status anak luar kawiragsrgutusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan bagaimananggakan hukum atas

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di Pengaditeaama Sleman.



